BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 96 TAHUN 2017
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TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

‘Menimbang : 2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
: Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka perlu
adanya peraturan sebagai pedoman pelaksanaan yang
menyeluruh dan terpadu di daerah;

b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera

" diterapkan;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, untuk tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu

| ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
‘Prosedur Pengelolaan Keuangen Daerah;

| Mengingaz : 1. U dang.Undang Nomor O Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia 3312), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas ‘Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569); :

3. Undang-Undang -Norr%tlf 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan 'Nepotisme (Lembaran Negara
a1t Indonesia, Tahun 1999 Nomor <75, Tambahan
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_ , Pasal 1

aturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

rmitah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

ia Daerah adalah Bupati Lebong. - '

. Daerah adalah semus hak dan kewajiban daerah dalam
ks pcnyelcnggaraan.‘pemerintahan daerah yang dapat dinilaj dengan

=Zang termasuk didalam ya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
@engan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
~ meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
: Perianggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. '

~ Akuntansi  adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasjan, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

prinsip akuntansi yang - diterapkan dalam menyusun. dan menyajikan
faporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakul pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaraﬁbtrdasariﬁaﬂbamsyaﬂédﬁ:etapkan dalam APBD.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
PSAP adalah SAP vang diberi judul, nomor dan tanggal efektif,

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik ‘spesifik yang dipilih oleh
~ pemeriatah daerah sebagai pedomdn dalam penyusunan dan menyajikan
Sporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
Pengguna  laporan  keuangan  dalam rangka  meningkatkan
&=terbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
' ‘n antar entitas.

Akuntansi Pemeriritah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
an rangkaian sistematik dari prosecur, penyelenggara, peralatan dan
#lemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaks;
: i dengan pelaporan keuangan ., dilingkungan organisasi
merintahan daerah. PO _

Argegaran Pendapatan dan Belanja Daerah,- selanjutnya disingkat APBD
#gdalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
den  disetujui bersama oleh pemerintah .. daerah dan DPRD, dan
#etapkan dengan peraturan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya SAP adalah prinsip-

b



‘unituk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

. barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

=untungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
sfisiensi dan produktivitas.

: Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

; pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara
pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan,
pertanggungjawaban keuangan daerah

la daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan
h sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat tata
pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD,
garan/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan,
: pengeluara.n berhalangan

BAB III
V PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Bagian Pertama
rang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

. Pasal 3 -
seiaku kepala pemerintah dacrah adalah pemegang kekuasaan

keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam

'kekayaan daerah yang dipisahkan.
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana

gz
S

i padagyat:{(b) mmnptmya; Jkewenans 2
Sfenetapkan kebijjakan tentang pelaksanaan APBD

3enetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

fenetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;

3fenctapkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;

Metapkan bendahara penerimaan dan/atau " bendahara
engeluaran; : .

netapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan

aan daerah;
tapkar. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

apkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang

daerah
tapkan pc;abat yang bcrtugas mclakukan pengujian atas
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penerimaan dan/atau - bendahara pengeluaran dalam
tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan
= dian /atau bendahara pengeluaran pembantu.

 generimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
#=ab ztas pelaksanasgf} ‘tugasnya kepada PPKD selaku
Secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala OPD

BAB III
PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama
Azas Umum

: Pasal 13 _
=an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
w Z=n atas beban APBD.

2 =an urusan pemerintahan Kota yang penugasannya
==pada kelurahan, didanai dari dan atas beban APBD.

Pasal 14

'- mmaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam
=ang. barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan
@&sgga=rxan dalam APBD,

penerimaan dan pcngeluaran APBD harus memiliki dasar

Penganggaran.

Pasal 15
Delania daerah dzpnon’éaskan uHtEK melaksanakan kewsajiban
n daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

ol

Pasal 16

=envusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang
; penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada
: ¥s2 Pemerintah.
egaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka
. dzerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana
ma terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
,  pemerintah daerah maupun ditempuh dengan
partisipasi masyarakat.

daerah scbagaimana  dimaksud pada ayat (2)
‘bangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang
n sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¥
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n peraturan daerah tentang APBD sebagaimana
@was (2} bersifat memberikan informasi mengenai hak dan
s==h daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD
===y direncanakan.

scangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan
==n selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 39

2n daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
e pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

smzg mempunyal tugas memungut dan/atau menerima
#=ssrah wajib  melaksanakan pemungutan dan/atau
'Wxam ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
=

% dilarang digunakan langsung untuk membiayai
= s=cual ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
: &5 berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
gaing lama 1 (satu) hari kerja.

= yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
mgeiuaran belanja.

dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
sersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia daiam

el

s=hagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika
darurat, yang. selanjutnya diusulkan dalam rancangan
278D dan/atau disampaikan dalami‘taporan realisasi anggaran.
2 darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
peraturan perundang-undangan.

&ilzrang melskukan pengeluaran atas beban anggaran daerah
lzin dari vang telah ditetapkan dalam APBD.

== belanja duerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,

#==%- dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

Pasal 40

a 3 [tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang
EmsKan, membcr_ztahukan kepada ‘semua kepala OPD agar
rencangan DPA-OPD,

OPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci
==ng hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang
¢ untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana
} serta pendapatan yang diperkirakan.

t
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| BABV ;
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Azas Umum Pénatausahaan Keugngan Daerah

Pasal 58 :
anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
. 'pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau

uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
.zan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau
atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

_ Pasal 59

isrsanaan APBD, kepala daerah menetapkan:

v=ng diberi wewenang menandatangani SPD;

sang diberi wewenang menandatangani SPM;

+ang diberi wewenang menandatangani SP2D;

= cenerimaan dan bendahara pengeluaran;

sr= pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
E belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
- z=uangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan

SE

penerimaan pembantu dan  bendahara pengeluaran

OFD; dan ST R <

imnnva dalam rangka pelaksanaan APBD.

—eszbat vang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa

merang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- s=suai dengan kebutuhan.

s goabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,

== oleh kepala daerah kepada kepala OPD.

= sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

= wvang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
s pada OPD; . e

Sineri wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan

fwmng diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan
daerah,

~g diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas
penerimaan lainnya yang sah; dan

mendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara

T

Wb&* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat .(4)
sehelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.



Pasal 98

= yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah,
Bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga,
melakuxan penatausahaan sesuai dengan ketentuan

S fgan.

Pasal 99

h“ﬁ‘.ma:an berhalangan, maka:

‘uga; harl sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
@ran ‘ersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
gux untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
=n atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang
diketahui kepala OPD;

B ‘sa™a) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
i @eatar bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara

& pengeiuaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat
Tmges.  maka dianggap yang bersangkutan telah
&= zau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
&?‘ zarena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 100
prosedur pencairan dana UP dan pengesahan SPJ
2 Pengeluaran diuraikan pada Lampiran IX peraturan
xann bagilan vang tidak terpisahkan dari peraturan

BAB VI
AEURTANSI KEUANGAN DAERAH

: Bagian-Pertama— -
w Keuangan Daerah’ p&d’a OPD

zr Akuntansi Penerimaan Kas pada OPD

Pasal 101

pemerimaan kas pada OPD meliputi serangkaian proses
. pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban

Pasal 102

sang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan
=% comaksud dalam Pasal 90 mencakup:
Ssass pembayaran;

ssbaegaimana dimaksud pacia ayat (1) huruf a dilengkapi
s paak daerah (SKP-Daerah); dan/atau

: penerimaan kas lainnya.



Pasal 133
& gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan
=tamg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
. Tup=u tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
ss=zua; dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-
vang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
e Baszl evaluasi.
. =valuasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan
.ﬁ,u'lctapkan rancangan peraturan daerah tentang
zban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati
Deran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi
dan peraturan bupati, Gubernur membatalkan
; dan peraturan bupati dimaksud sesuai dengan
f e fang-undangan.

_fj

Pasal 134
==:kan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
= pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati
== pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 135
n pembinaan dan  pengawasan pengelolaan keuangan
g semerintah dacrah yang' ‘diltoordinasikan oleh Menteri Dalam

Pasal 136

-mgz—.mh ana dimaksud dalam Pasal 124 meliputi pemberian

~gan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

gedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

= s~ penvusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan

can daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah,
=valuasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan

smiengan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud
‘1. mencokup perencanaan dan penyusunarn APBD,
~z-2tzusahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta
san keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala
waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah
dasran tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Zz= pelatihan sebagaimana * dimaksud pada ayat (1)
= se—=r= berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah,
anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil
S=maia bendahara penerimaan‘dan bendahara pengeluaran.




Pasal 137
na dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) untuk
dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil

Pasal 128
: pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

mana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan
¥ang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian
Zizetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 139
xeuangan daerah berpedoman pada ketentuan
angan. -

Bagian Kedua
Pemeriksaan ekstern

Pasal 140
dan pertanggungjawaban keuangan daerah
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

B|oset i ditetapkan, semua peraturan bupati yang
n xsuangan daerah sepanjang belum diganti dan

= perzTuran bupati ini dinyatakan tetap berlaku.




Pasal 142

§ berlaku pada tanggal ditetapkan.

¢ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
#=n penempatannya dalam berita daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 14 Degember 2017
BUPATI LEBONG,

i

2017

PATEN LEBONG,




